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​    
Dalam rangka mendukung optimalisasi penerapan Sistem Informasi Kinerja, 

Direktorat Kinerja dan Penghargaan ASN BKN akan menyelenggarakan kegiatan 

Sosialisasi Penerapan Fitur Kinerja Harian pada layanan e-Kinerja BKN pada Instansi 
Pemerintah Pusat secara daring. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pencapaian 

kinerja pegawai, unit kerja dan organisasi, serta mendukung pemanfaatan pemantauan 

kinerja pegawai. Adapun kegiatan dimaksud akan dilaksanakan pada: 

Hari/Tanggal​ : Jum’at, 6 Maret 2026 

Waktu​ ​ : 09.00 WIB s.d. selesai 

Media ​ ​ : Zoom meeting 

https://zoom.us/j/94416228652?pwd=Y4lemoVzIpuHBioq

Ynov8cDQsiOkAL.1 

Meeting ID: 944 1622 8652 

Passcode: ekinerja 

 

Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

komprehensif bagi pegawai di Instansi Pemerintah Pusat mengenai mekanisme 

pencatatan dan pemantauan Kinerja Harian Pegawai melalui layanan e-Kinerja BKN, 

sehingga implementasinya dapat berjalan lebih optimal. Sehubungan dengan hal 
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tersebut, kami mohon partisipasi aktif dari admin e-kinerja dan tim pengelola kinerja 

dengan maksimal 6 (enam) user pada instansi Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan 

dimaksud. 
 

Pertanyaan atau informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui hotline 

WhatsApp Direktorat Kinerja dan Penghargaan ASN BKN di nomor telepon 

https://wa.me/622180885632 atau Sdr. Ario (+62 822-7843-3644) dan akun e-mail: 

kiperasn@bkn.go.id. 
 

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tembusan: 
1.​ Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN;  
2.​ Direktur Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi ASN; dan 
3.​ Plt. Direktur Kinerja dan Penghargaan ASN. 
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Tanggal :  28 Februari 2026 

 
 

DAFTAR UNDANGAN 
 

No Instansi 

1 Arsip Nasional Republik Indonesia 

2  Badan Gizi Nasional 

3  Badan Informasi Geospasial 

4  Badan Karantina Indonesia 

5  Badan Keamanan Laut RI 

6  Badan Kepegawaian Negara 

7  Badan Narkotika Nasional 

8  Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

9  Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 

10  Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 

11  Badan Pangan Nasional 

12  Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 

13  Badan Pengawas Pemilihan Umum 

14  Badan Pengawas Tenaga Nuklir 

15  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

16  Badan Siber dan Sandi Negara 

17  Badan Standardisasi Nasional 

18  Kementerian Agama 

19  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

20  Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 
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21  Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif 

22  Kementerian Hak Asasi Manusia 

23  Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 

24  Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 

25  Kementerian Kehutanan 

26  Kementerian Kelautan dan Perikanan 

27 
 Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan Dan 

Keluarga Berencana Nasional 

28  Kementerian Ketenagakerjaan 

29  Kementerian Komunikasi dan Digital 

30  Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 

31  Kementerian Koordinator Bidang Pangan 

32  Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

33  Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

34  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

35  Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan 

36  Kementerian Koperasi 

37  Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 

38  Kementerian Luar Negeri 

39  Kementerian Pariwisata 

40  Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

41  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

42  Kementerian Pemuda dan Olahraga 

43  Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

44  Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 
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45  Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 

46  Kementerian Pertahanan 

47  Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 

48  Kementerian Sosial 

49  Kementerian Transmigrasi 

50  Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

51  Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI 

52  Kepolisian Negara 

53  Lembaga Administrasi Negara 

54  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

55  Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 

56  Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia 

57  Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

58  Mahkamah Agung RI 

59  Ombudsman Republik Indonesia 

60  Perpustakaan Nasional RI 

61  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

62  Sekretariat Jenderal DPR RI 

63  Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus 

64  Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 

65  Sekretariat Jenderal MPR 

66  Sekretariat Kabinet 

67  Setjen Dewan Perwakilan Daerah 

68  Setjen KOMNAS HAM 

69  Setjen Komisi Pemilihan Umum 

70  Badan Nasional Pengelola Perbatasan 
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RUNDOWN KEGIATAN 
Sosialisasi Penerapan Kinerja Harian Pegawai 

pada Instansi Pemerintah Pusat 
Jum’at, 6 Maret 2026 

    

TANGGAL PUKUL (WIB) KEGIATAN PIC/Narasumber 

Jum’at, 6 
Maret 2026 

09.00 - 09.05 Pembukaan MC 

09.05 – 09.30 

Pemberian Arahan dari Plt. 
Direktur Kinerja dan 
Penghargaan ASN 

Plt. Direktur Kinerja dan 
Penghargaan ASN 

09.30 – 10.30 

“Teknis Pengisian Kinerja 
Harian pada Layanan e-Kinerja 
BKN” 

Tim Direktorat Kinerja dan 
Penghargaan ASN, Tim 
Direktorat Pengelolaan 
Sistem Informasi dan 
Layanan Digitalisasi ASN 10.30 - 11.30 Diskusi dan Tanya Jawab 

11.30 - 11.35 Penutup 

Ketua Tim Sistem 
Informasi Kinerja - 
Direktorat Kinerja dan 
Penghargaan ASN 
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